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Mengingat 

BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR tB 1'-lr' 2009 

TENTANG 

PROSEOUR TETAP 

PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha yang 

kondusif dan berwawasan lingkungan diperlukan Analisis Mengenai 

Dampak lingkungan Hidup (AMDAL); 

b. bahwa guna terciptanya kepastian hukum, meningkatnya kualitas, 

penyelenggaraan Penilaian Analisis Mengenai Dampak lingkungan 

Hidup (AMDAL diperlukan Prosedur Tetap Penilaian Analisis 

Mengenai Oampak lingkungan Hidup (AMDAL); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupa1i 

Banyumas tentang Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai 

Oampak lingkungan Hidup (AMDAL); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3699); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N<;>mor 

125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4A37), 



Menetapkan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-t.1ndan9 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Oaerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844}; 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Darnpak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3838); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4741); 

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jaws Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri 

E Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

nornor 4); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Oaerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Oaerah 

Kabupaten Banyurnas Tahun 2008 Nomor 5 seri E); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENILAIAN 

ANALISIS MENGENAI OAMPAK LINGKUNGAN HIDUP. 
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B.AB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelengara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4. Prosedur tetap adalah instruksi sederhana untuk menyelesaikan tugas rutin 

dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi persyaratan 

operasional atau serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan dari 

aktivitas rutin berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. 

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan panting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diper1ukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha danlatau 

kegiatan. 

6. Darnpak besar dan panting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat 

7. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang llngkup kajian 

analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan. 

8. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah 

telaahan secara cermat dan mendalam tentang darnpak besar dan penting 

suatu rencana usaha danlatau kegiatan. 

9. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL 

adalah upaya penanganan dampak besar dan panting terhadap lingkungan 

hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 

10. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL 

adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hldup yang terkena dampak 

besar dan penting akibat dari rencana usaha danlatau kegiatan. 

11. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas 

suatu rencana danlatau kegiatan yang akan dilaksanakan. 

12.Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Banyumas 

yang selanjutnya disebut Komisi Penilal adalah Komisi yang dibentuk oleh 

Keputusan Bupati berfungsi sebagai penilai AMDAL. 

-
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13. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim 

yang dibentuk oleh Keputusan Bupati dan berfungsi membantu Komisi Penilai 

untuk menilai AMDAL dari segi teknis AMDAL. 

14. Sekretariat Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah 

sekertariat yang dibentuk oleh Keputusan Bupati dan berfungsi membantu 

Komisi Penilai di kesekretariatan, per1engkapan dan penyedian informasi 

pendukung keglatan Penilian AMDAL. 

BASIi 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) Maksud diatumya prosedur tetap dalam Peraturan Bupati adalah untuk 

memberikan kepastian hukum bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan 

berkaitan dengan layanan penilaian AMDAL. 

(2) Tujuan diatumya prosedur tetap dalam Peraturan Bupati pada penilaian 

AMDAL adalah sebagai pedoman bagi Komisi Penilai, Tim Teknis dan 

Sekretariat AMDAL. 

BAB Ill 

PROSEDUR TETAP DAN MEKANISME PENILAIAN AMDAL 

Pasal3 

Prosedur tetap Penilaian AMDAL adalah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I. 

Pasal4 

(1) Bagan Mekanisme Penilaian KA adalah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran II. 

(2) Bagan Mekanisme Penilaian ANDAL. RKL dan RPL sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Ill. 
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BABIV 

PEMBIAYAAN 

Pasal5 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL. 

Pasal7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Diundangkan di Purwokerto 
Pada Tauggul ... 2 .. lLMAY. .. 11JD9 ... 

Pit. SE.KRETARIS DACRAJ[ KII.BUPATE!\" 
BANYUD,1AS ~,·-

1!M. SAl .. ffOSO. SH. ~tH,zm. _,, ____ ,,.. __ 
NIP: 19520708 198503 1 OGJ 

BERJTA DAERAR KABll}\\'.IEX B.'l..~mht4S NO~!OR ... ~ . 
- --- ·· --

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 2 g MAY lOOg 

BUPATI BANYUMAS, 



~o. Dokumefl Pensyaratan 
yang 

dlnllai 
1 2 3 

1 KA lo Oisusun oleh 
konsultan 
AMDAL yang 
telah 
terakredltasi di 
Kementerian 
Lingkungan 
Hldup. 

1o Menyerahkan 40 
(empat puluh) 
exemplar 
dokumen 

' 

• 

LAMPIRAN I 

PROSEDUR TETAF' 
( STANDARD OPERATING PR,DCEDURES) 

PENILAIAN ANALISIS MENGENAI DA~ftPAK LINGKUNGAN 

Prosedur Waktu Biaya Produk Sarana dan 
PelalcNnaan Penyele- prnarana 

saian 
4 5 6 7 8 

• Penerimaan dan 1 hari Tidak Tanda terlma • Komputer 
Pemeriksaan dipungut dokumen - Printer 
persyaratan biaya - Kertas 
Administrasi - Kendaraan 

• Pembuatan surat 1 hart Surat 
undangan sidang nm Undangan 
Teknis Penilai 

• Pembuatan surat 1 hari Surat 
undangan sidang Undangan 
Komisi Penilai 

Peraturan BUPATI BANYUMAS 
Namer 
Tanggal 

Petugas 
yang 

melaksa-
nakan 

9 

Sekretariat 
Komisi 
Penllal 
AMDAL 

l~ TCI-Hu,.i XP) 
: 2 9 MAY 2009 

Sanksl 

Petugas pemrakarsa Keterangan 

10 11 12 

Peraturan Apatllta 
yang dokumen telah 
berlaku dinyatakan 

lengkap dikirim 
minimal 10 harl 
sebelum sidang 

Dikirim minimal 
10 hari 
sebelum sidang 
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Petugas Sankal 
No. Dokumen Persyaratan Proaedur Waklu Biaya Produk Sarana dan yang 

yang Pelakaanaan Penyele- praaarana melakea- Petugas pemrakaraa Ketanngan 
dlnilal aaian nakan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

• Sidang Tim Teknis Minimal12 Tidal< Serita acara - Komputer Tim Teknis Peraturan Berita Acara 
hari setelah dlpungut Saran dan - Printer yang saran dan 
dlt&rimanya biaya pendapat - Ker1as berlaku pendapat 
dokumen masulcan • Ruang masulcan teknis 

teknls Sidang dlsampalkan 
-Sound pada sidang 
System komisi Penilai 

• LCD 

• Sidang Komisi Penilai Minimal 14 Tidak Serita acara -Komputer Komisi Peraturan Wajib 
hari setelah dipungut Saran dan - Printer Penilai yang Memperhalii<an 
diterimanya biaya pendapat • Kertas berlaku Sarandan 
dokumen masukan • Ruang pendapat 

Sidang masukan Tim 

) 
-Sound teknis 
System 

-LCD 

Penyempurnaan kesatu Selambat- . DOkumen . Pemrakarsa . KA Setelah 
lambatnya 30 yang telah dinyatakan menerlma 
hari diperbaiki kadaluarsa Serita acara 

Saran dan 
pendapat 
masukan 
Komisi Penilai 

•· . 

) 7 



Petugas Sanke! 

"'°· Dokum•n Parayaratan Proeedur Waktu Biaya Produk Sarana den yang 
yang Palalcsanaan Penyele- prasarana melaua- Pe111gas pemrakaraa Keterangan 

dinilal salan nakan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Perbaikan dalam ha 12 hari Tldak Surat Komisi Setelah mene 
belum memenuhi Sara, dipungut Pengembalian Penllal limaDokumen 
dan pendapat masuka, biaya Dokumen yang telah 
dari Komi-si Penilai yang telah diperbalkl 

diperbaiki 

Penyempumaan ke due Selambat• Dokuman Pemrakarsa KA Setelah 
lambatnya 12 yang telah dinyatakan menelima 
hari diperbaiki kadaluaraa Serita acara 

Saran den 
pendapat 
masukan 
Komisi Penilai 

Perbaikan telah 6-harl Tidak Keputusan Komisi Peraturan Setelah mene 
memenuhi Saran dan dipungut Kesepakatan Penilai yang rima Dokumen 
pendapat masukan biaya KA beltaku yang telah 
Komisi Penilai diperbalki 

2 ANDAL, ~ Menyerahkan 40 • Penerrnaan dan 1 hari Tidak Tanda terima - Komputer Sekretariat Peraturan apabila 
RKL DAN (empat puluh) Pemeri<saan dipungut dokuman • Printer Komisi yang CIOkumen telah RPL Explar Dokumen persyaratan biaya • Kertas Peflijai bel1aku dinyatakan 

Administrasi - Kendaraan AMDAL lengkap 

• Pembuatan surat 1 hari Surat 
undangan sidang Tim Undangan Oikirim minimal 
Teknls Penllai 10 halt sebelum 

• sidang . 
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Petugae Sanksi 
~o. Dokumen Persyaratan Proeedur Waktu Blaya Produk Sarana dan yang 

yang Pelalcsanaan Peny.ie- prasarana 
dlnllal salan 

melakaa-
nakan 

Petugaa pemralcaraa Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

• Pembuatan surat 1 hari Tidak Surat Sekretarlat Peraturan Dikirim minimal 
undangan sidang dipungut Undangan Komisi yang 10 hari 
Komisi Penilai biaya Penilai benaku sebelum sidang 
AMDAL AMDAL 

• Sidang Tim Teknis Minimal 12 Tldak Bertta acara - Komputer Tim TekniS Peraturan Belita acara 
hari setelah dipungut Saran dan - Printer yang Sarandan 
diterlmanya biaya pendapat • Kertas beria-ku pendapat 
dokumen masukan • Ruang masukan teknis 

teknls Sidang disampaikan 
-Sound pada sldang 
System komisi Penilai 

-LCD 

• Sidang Komisi Penilai Minimal 14 Tidak Serita acara • Komputer Komlsl Peraturan Wajib 
hari setelah dipungut Saran dan - Printer Penilai yang MemperhaUkan 
d~erimaya biaya pendapat - Kertas beriaku Saran dan 
dokumen dan masukan -Ruang pendapat 

Sidang masukanTim 
-Sound teknis 
System 

-LCD 
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Petugas SankSI 
'fo. Dokumen Pe111yaratan Prosedur Waktu Biaya Prociuk Sarana dan yang 

yang Pelabanaan Penyale- prasarana melaksa- Petug• pemrakarsa K.terangan 
dinilal eaian nakan 

1 2 3 " 5 6 7 8 9 10 11 12 

• Sidang Tim T eknis Minimai 12 Tidak Serita acara - Komputer TimTet<nis Peraturan Berita acara 
hari setetah dipungut Saran dan • Printer yang Sarao dan 
diterimanya biaya pendapatdan - Kertas bertaku pendapat 
dokumen masukan • Ruang masukan teknis 

teknis Sldang disampaikan 
-Sound pada sldang 
System komisi Penllai 

-LCD 

• Sidang Komisi Penilai Minimal 14 Tidak Serita acara • Komputer Komisi Peraturan Wajib 
hari setelah dipungut Saran dan • Printer Penilai yang Memperhatikan 
dilerimanya biaya pendapat • Kertas berlaku Sarandan 
dokumen masukan • Ruang pendapat 

Sidang masukan Tin 
-Sound teknis 
System 

-LCD 

Penyempurnaan ke Selamt:et- Dokumen Pemrakarsa Seteiah 
satu lamballlya 30 yang telah menenma 

hart diperbaiki Serita acara 
Saran dan 
pendapat 
masukan 
Komisi Penilai 

• . 
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Petugas Sanksi lo. Cokumen Penyaratan Prosedur Waktu Biaya Produk Sarana dan yang yang Pelalceanaan Penyela- prasarana melaksa- Patugas i>emrakarsa Ketarangan dinilai saian nakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perbaikan belum 12 harl Tidak Surat Komisi Setelah memenuhi Saran dan dipungut Pengembelian Penilai menerima pendapat masukan biaya Ookumen DDkumen yang Komisi Penllal yang telal telah dlperbaiki 
dl=rbaiki 

Penyempumaan ke dua Selambat- Dokumen Pemrakarsa Sefelah lambatnya 12 yang telah menerima hari diperbaiki Saran dan 
pendapat 
masukan 
Komisi Penilai 

Perbaikan telah 6 hari Tidak Serita acara Komisi Setelah memenuhi Saran dan dipungut penilaian Penilai menelima pendapat masukan biaya disampaikan Ookumen yang Komlsl Penilai kepada telah diperbaiki 
Bupati 

Pembuatan keputusan 6 hari Tidak Keputusan Bupati Setelah Ketayakan dlpungut Kelayakan menerima Lingkungaan biaya Lingkungan BMta acara 
rvanilaian 

BUPATI B~NYUMAS, 

f . 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS 
Nomor 

Tanggal : 2 9 MAY 2009 

BAGAN PROSEDUR PENILAIAN KA ANDAL OLEH 

KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BANYUMAS 

KA 
PEMRAKARSA 

. 
SEKRETARIAT 

OOKUMEN KURANG 
LENGKAP than 

Ketua Komisi 
Penilai 

2 hari 

1 1 .. ,.. I 

~ S~aog rim w>m, 
. 

~ Sidang komisi ., . 

I , Kepu(uoon KA ( 6 han ! • 
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LAMPIRAN Ill KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS 
Nomor 
Tanggal : 

2 9 MAY 2009 

BAGAN PROSEDUR PENILAIAN ANDAL ,RKL DAN RPL OLEH 

KOMIS! PENILAI AMDAL KABUPATEN BANYUMAS 

ANDAL 

PEMRAKARSA RKLOANRPL SEKRETARIAT 

• 
1 ha,i 

··- ., 
..,; 12HARI ' 

/ 
. Ketua Komisi 

Penilai 
Keputusa1 
kelayakan 

2ha~ 
lingkunga1 ·-( 6 hari) 

• 

I Sidang tim teknis H Sidang komisi I .. . 
I 

I PEA&"" blt'f I 
(6 HARi) 

BUPATI 
BANYUMAS 


